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SIGI, MERCUSUAR-
Anggaran penanganan
konflik di Kabupaten
Sigi, tahun 2012 sebesar
Rp468.770.500. Jumlah ter-
sebut, untuk penanganan
konflik aparat Kepolisian
dan TNIL

Demikian dikatakan
Kepala dinas pendapatan,
pengelolaan, keuangan
dan aset daerah (DPPKAD)
Kabupaten Sigi, Hendro
Setiawan, Rabu (5/6/2013).
Anggaran tersebut dikelu-
arkan melalui belanja tak
terduga. Katanya, untuk
aparat kepolisian selama
2012, mengajukan proposal
bantuan sebanyak 16 kali
dengan anggaran sebanyak
Rp406.538.000, semen-
tara TNI mengajukan 7 kali
dengan anggaran sebesar
Rp62.132.500, jika ang-
garan tersebut digabung
menjadi Rp468.770.500,
pembayarannya dilakukan

secara bertahap.

“Dengan besarnya ang-
garan penanganan konflik
yang telah dikeluarkan
oleh Pemkab Sigi, hal itu
dapat menyadarkan masy-
arakat untuk tidak melaku-
kan bentrok, jika tidak ada
bentrok otomatis anggaran
tersebut bisa digunakan
untuk peningkatan pem-
bangunan,” jelasnya.

Pemkab Sigi, DPR dan
Polres Donggala telah be-
rupaya untuk meredakan
konflik di Sigi. Hal itu, di-
lakukan melalui himbauan
kepada warga. Bukan cuma
himbauan bupati juga se-
cara bersama-sama selalu
mengunjungi daerah yang
sering konflik.

Oleh sebab itu, masya-
rakat jangan mudah ter-
provokasi, karena orang
yang datang ketempat
konflik bukan untuk men-
gobati akan tetapi malah

memperparah situasi.

Kapelres Donggala AKBP
Guruh Arif Darmawan men-
gatakan, untuk anggaran
penanganan konflik Polri
tidak ada, anggaran yang
ada di Polri hanya untuk
pembinaan keamanan dan
ketertiban masyarakat
(Kamtibmas).

Hal itu diatur dalam
Undang-undang Nomor 7
tahun 2012 tentang penan-
ganan konflik, pasal 53 ayat
(1) pendanaan penanganan
konflik digunakan untuk
pencegahan konflik, pmuli-
han konflik dan pasca kon-
flik. Ayat (2) pendanaan
penanganan konflik seba-
gaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi tanggung jawab
bersama pemerintah dan
pemerintah daerah, yang
dialokasikan pada APBN dan
APBD sesuai dengan tugas,
wewenang dan tanggung
jawab masing-masing. aji




